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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah
sakit berbasis public value melalui pendekatan “BLUD Plus” yang mengintegrasikan fleksibilitas keuangan
dengan nilai transparansi, partisipasi, dan keadilan akses layanan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk
memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika tata kelola dan implementasi nilai publik di RSUD
dr. Hasri Ainun Habibie. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif yang
melibatkan 11 informan dari unsur manajemen, tenaga medis dan stakeholder eksternal, serta studi
dokumen, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BLUD Plus
mendorong pergeseran orientasi akuntabilitas dari birokratis menjadi publik, berpotensi memperkuat
partisipasi pegawai dan masyarakat, serta berkontribusi terhadap kepuasan layanan dan legitimasi
institusi. Keberhasilan implementasi BLUD Plus ditentukan oleh kombinasi faktor kepemimpinan
transformasional, transparansi sistem keuangan, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat,
dukungan kebijakan daerah, dan infrastruktur teknologi. Kesimpulannya, BLUD Plus berpotensi menjadi
model reformasi tata kelola rumah sakit daerah yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada
penciptaan public value.

Kata kunci: BLUD Plus, Public Value, Tata Kelola Rumah Sakit, Transparansi, Partisipasi Publik.
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Pendahuluan

Reformasi sektor pelayanan kesehatan melalui penerapan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) pada rumah sakit pemerintah sebagai strategi peningkatan efisiensi,
efektivitas, dan kemandirian pengelolaan keuangan. Kebijakan ini diharapkan dapat
memperkuat peran rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan publik yang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kemenkes, 2024). Dalam kerangka reformasi
administrasi publik, BLUD mencerminkan adopsi prinsip New Public Management
(NPM) yang menekankan fleksibiltas manajerial, orientasi kinerja serta praktik
pengelolaan yang menyerupai sektor privat untuk meningkatkan produktivitas
organisasi publik (Hood, 1991:Pollitt & Bouckaert, 2017).

Namun demikian, data menunjukan bahwa implementasi BLUD belum
sepenuhnya mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan,
sekitar 65% rumah sakit BLUD belum memenuhi target indikator kinerja keuangan dan
pelayanan minimal secara konsisten (Kemenkes, 2024). Selain itu, laporan Badan
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Pemeriksa Keuangan juga menyoroti lemahnya pengawasan internal, rendahnya
efektivitas manajemen sumber daya, serta keterbatasan inovasi dalam tata kelola (BPK
2023). Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebijakan normatif dan
praktik operasional BLUD, sehingga reformasi tata kelola menjadi isu strategis yang
mendesak.

Dalam perspektif teori administrasi publik kotemporer, kritik para ahli tata kelola
publik terhadap NPM menunjukkan bahwa fleksibilitas keuangan saja tidak cukup untuk
menghasilkan sistem pelayanan publik yang berkualitas. Pendekatan New Public
Governance (NPG) menekankan pentingnya kolaborasi, partisipasi, dan jejaring antar
aktor dalam penyelenggaraan layanan publik yang tidak dapat dicapai hanya melalui
mekanisme manajerial internal (Osborne, 2010). Sejalan dengan itu, (Moore 1997)
melalui konsep public value berargumen bahwa organisasi publik perlu menciptakan nilai
sosial yang nyata, seperti keadilan akses, kepercayaan masyarakat, dan partisipasi publik.
Oleh karena itu, evaluasi kinerja organisasi publik perlu memperhatikan dimensi nilai
publik, bukan sekedar indikator keuangan dan administratif.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa fleksibilitas keuangan BLUD
memang meningkatkan efisiensi, tetapi belum berdampak signifikan pada kepuasan
pasien (Firmansyah, 2024; Jasmin Ambas et al., 2025; Chandra dan Syarifuddin, 2025).
Sabardiman and Nurmaesah (2020), menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas
merupakan determinan utama efektivitas BLUD. Sementara itu, studi Payamta and
Setyaningsih (2024), menggarisbawahi lemahnya integrasi prinsip public value dalam
pengukuran kinerja BLUD. Secara umum, penelitian yang ada masih berfokus pada aspek
keuangan atau administratif, belum terdapat model tata kelola BLUD yang secara eksplisit
mengintegrasikan fleksibilitas keuangan dengan dimensi public value sebagai kerangka
evaluasi kinerja organisasi.

Kekurangan dari penelitian sebelumnya adalah belum adanya pendekatan tata
kelola BLUD yang menggabungkan fleksibilitas manajerial dan keuangan dengan prinsip
public value sebagai kerangka evaluasi menyeluruh. Sebagian besar penelitian bersifat
deskriptif dan kurang memberikan model konseptual maupun pengujian empiris yang
kuat terhadap hubungan antara tata kelola dan nilai publik. Artikel ini merespons
kekurangan tersebut melalui pengembangan pendekatan “BLUD Plus”, yakni model tata
kelola BLUD yang diperkuat oleh nilai-nilai public value seperti transparansi, partisipasi
stakeholder, keadilan akses, dan kepuasan masyarakat. Dua tujuan khusus penelitian ini
adalah: (1) merumuskan model konseptual BLUD Plus berbasis public value, (2)
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya di
rumah sakit daerah.

Berdasarkan argumen tersebut, penelitian ini berangkat dari asumi bahwa
integrasi public value ke dalam tata kelola BLUD (BLUD Plus) akan mengindikasikan
peningkatan kinerja organisasi rumah sakit secara lebih komprehensif dibandingkan
BLUD konvensional. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap
pengembangan model tata kelola sektor publik, tetapi juga kontribusi praktis bagi
pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit dalam merancang kebijakan reformasi
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BLUD yang lebih strategis, adaptif, dan berorientasi pada nilai publik. Penelitian ini
menawarkan model konseptual “BLUD Plus” sebagai integrasi antara fleksibilitas BLUD
dan prinsip public value yang belum banyak dikembangkan dalam studi sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan untuk
memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika tata kelola BLUD rumah sakit
dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip public value. Pendekatan ini dipilih
karena reformasi tata kelola BLUD bukan hanya berkaitan dengan mekanisme
administratif dan keuangan, tetapi juga menyangkut proses sosial, politik, dan organisasi
yang kompleks. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri secara rinci
bagaimana aktor-aktor dalam organisasi rumah sakit BLUD merespons kebijakan,
menerapkan prinsip tata kelola, dan mengartikulasikan nilai publik dalam praktik sehari-
hari. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme tata kelola, dinamika interaksi
antaraktor, serta persepsi stakeholder terhadap efektivitas implementasi BLUD Plus.

Lokasi penelitian adalah RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang merupakan rumah
sakit milik Pemerintah Provinsi Gorontalo. Unit analisis penelitian ini adalah organisasi
rumah sakit BLUD, sedangkan sub-unit analisisnya mencakup aktor pengelola
(manajemen), struktur kelembagaan BLUD, serta stakeholder eksternal seperti pasien,
masyarakat, dan pemerintah daerah. Pemilihan situs dan unit analisis ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa rumah sakit BLUD merupakan garda terdepan dalam penyediaan
layanan publik kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh pola tata kelola dan nilai publik
yang dianut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari
lapangan dan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi. Data primer diperoleh dari
informan kunci terdiri dari jajaran manajemen RSUD dr. Hasri Ainun Habibie (Direktur,
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala SPI, Kepala bidang Pelayanan),
pegawai pelaksana (Dokter, Perawat, Staf Administrasi), serta stakeholder eksternal
(pasien, keluarga pasien, dan perwakilan pemerintah daerah) sebanyak 11 orang.
Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan
posisi dan peran strategis mereka dalam proses tata kelola BLUD. Data sekunder
dikumpulkan dari laporan kinerja rumah sakit BLUD, laporan keuangan, peraturan dan
regulasi, serta dokumen resmi dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pemeriksa
Keuangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara mendalam,
observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-
terstruktur agar informan memiliki keleluasaan dalam menyampaikan pengalaman,
pandangan, dan persepsi mereka mengenai tata kelola BLUD dan penerapan nilai publik.
Observasi partisipatif dilakukan dengan peran peneliti sebagai pengamat yang bersifat
semi-partisipatif (observer as participant). Peneliti hadir di lokasi penelitian, mengamati
secara langsung aktivitas operasional, proses pengambilan keputusan, serta praktik tata
kelola di rumah sakit, namun tidak terlibat secara penuh dalam pelaksanaan tugas pokok
institusi. Selama observasi, peneliti membuat catatan lapangan untuk menangkap
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dinamika sosial dan prosedural yang relevan dengan implementasi BLUD Plus. Sementara
itu, studi dokumen dilakukan untuk memperoleh pemahaman kontekstual tentang
kebijakan, pedoman, dan struktur kelembagaan yang mengatur pengelolaan BLUD.
Pengumpulan data dilakukan selama 6 bulan.

Analisis data dilakukan secara tematik (thematic analysis) dengan beberapa
tahapan: membaca dan memahami data secara menyeluruh, melakukan proses koding
terbuka untuk mengidentifikasi kategori awal, koding aksial untuk menemukan
hubungan antar kategori, dan koding selektif untuk menyusun tema-tema utama
penelitian. Pada tahap koding terbuka, peneliti mengidentifikasi sejumlah kode awal dari
transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen, seperti fleksibilitas keuangan,
transparansi, akuntabilitas publik, kepemimpinan transformasional, partisipasi staf,
partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan, kapasitas SDM, budaya organisasi, sistem
informasi, dukungan kebijakan daerah, dan legitimasi publik. Kode-kode tersebut
kemudian dikelompokkan melalui koding aksial menjadi 9 kategori, yaitu: (1) fleksibilitas
keuangan, (2) transparansi dan akuntabilitas, (3) kepemimpinan transformasional, (4)
partisipasi internal dan eksternal, (5) kualitas pelayanan, (6) kapasitas sumber daya
manusia, (7) budaya organisasi, (8) sistem informasi dan teknologi, serta (9) dukungan
kebijakan daerah. Selanjutnya, melalui koding selektif, kesembilan kategori tersebut
disintesis menjadi 4 tema utama yang menjadi inti temuan penelitian, yaitu:
konseptualisasi public value dalam tata kelola rumah sakit, model konseptual BLUD Plus
berbasis public value, pergeseran akuntabilitas dan penciptaan nilai publik melalui
partisipasi serta kualitas layanan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan
implementasi BLUD Plus.

Proses analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif, sehingga temuan yang
diperoleh bersifat kontekstual dan mendalam. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian
ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan
informasi dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data, serta melakukan
member checking dengan beberapa informan kunci. Dengan pendekatan kualitatif ini,
penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang
bagaimana model BLUD Plus dapat berpotensi memperkuat tata kelola rumah sakit
daerah berbasis prinsip public value.

Hasil Dan Pembahasan

A. Konseptualisasi Public Value dalam Tata Kelola Rumah Sakit

Dalam kajian administrasi publik, konsep public value pertama kali dikembangkan
oleh Mark H. Moore (1995: 1997) yang mendefinisikan nilai publik sebagai manfaat
kolektif yang dihasilkan oleh organisasi publik dan diakui secara legitim oleh masyarakat.
Nilai publik tidak hanya mencakup efisiensi layanan, namun juga mencakup keadilan
akses, kualitas pelayanan, kepercayaan masyarakat, serta akuntabilitas demokratis.
Dengan demikian, keberhasilan organisasi publik tidak dapat diukur semata melalui
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indikator finansial atau output administratif, melainkan sejauh mana organisasi tersebut
mampu menciptakan nilai yang dianggap penting oleh masyarakat.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, public value terwujud melalui pekayanan yang
responsif, akses yang setara bagi seluruh kelompok sosial, transparansi pengelolaan,
serta pengalaman pasien yang manusiawi dan bermartabat. Perspektif ini relevan bagi
rumah sakit karena institusi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai unit peyanan tekhnis,
namun juga sebagai entitas publik yang memikul tanggung jawab sosial dan moral
terhadap masyarakat.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan public value sebagai
tujuan normatif sekaligus indikator evaluatif dalam pengembangan model BLUD Plus.
Artinya, public value bukan hanya hasil yang diharapkan, namun juga menjadi prinsip
dasar yang membimbing desain dan implementasi tata kelola BLUD Plus.

B. Model Konseptual BLUD Plus berbasis Public Value

Model konseptual BLUD Plus berbasis public value merupakan pendekatan tata kelola
rumah sakit daerah yang mengintegrasikan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD
dengan orientasi penciptaan nilai publik (public value creation). Dalam model ini, rumah
sakit tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional dan kemandirian finansial
sebagaimana prinsip BLUD konvensional, tetapi juga menempatkan partisipatif,
kepuasan masyarakat, keadilan akses layanan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai
indikator utama kinerja, sebagaimana yang terlihat dalam diagram di bawah ini:

Fleksibilitas Keuangan
(BLUD Konvensional)

Outcome
Tata Kelola baru (peningkatan kualitas

(Akuntabel dan g layanan, kepuasan
Partisipatif) masyarakat, kepercayaan
public, legitimasi institusi)

Gambar 1. Model Visual BLUD Plus

Diagram di atas menunjukkan bahwa fleksibilitas yang diberikan oleh skema BLUD
menjadi fondasi awal yang memungkinkan rumah sakit melakukan inovasi tata kelola.
Namun, fleksibilitas tersebut harus diarahkan melalui proses tata kelola yang melibatkan
kepemimpinan transformasional, penguatan kapasitas SDM, serta transparansi dan
akuntabilitas. Proses inilah yang kemudian menghasilkan public value berupa kepuasan
masyarakat, keadilan akses layanan, dan legitimasi institusi. Ketiga komponen ini saling
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terkait secara dinamis, di mana public value yang tercipta selanjutnya memperkuat
kembali komitmen terhadap tata kelola yang adaptif dan partisipatif.

Temuan ini menunjukkan bahwa konsep public value (Moore, 1997) tidak hanya
bersifat normatif, tetapi teroperasionalisasi secara nyata melalui mekanisme partisipasi
dan transparansi dalam konteks BLUD. Sejalan dengan pendekatan New Public
Governance (Osborne, 2010), model BLUD Plus menegaskan bahwa efektivitas tata kelola
layanan publik tidak cukup hanya mengandalkan fleksibilitas manajerial ala New Public
Management, melainkan juga membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan aktif para
pemangku kepentingan. Dengan demikian, integrasi public value ke dalam tata kelola
BLUD menjembatani logika NPM dan NPG, menciptakan model hibrida yang lebih sesuai
dengan karakteristik pelayanan kesehatan publik.

BLUD Plus menekankan peran aktif stakeholder dalam proses perencanaan,
pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja layanan kesehatan, sehingga tercipta
hubungan timbal balik antara rumah sakit dan masyarakat. Dengan demikian, tata kelola
BLUD Plus tidak hanya dilihat sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai
proses sosial yang menghasilkan legitimasi publik dan berpotensi memperkuat
kepercayaan terhadap institusi layanan kesehatan daerah. Konsep ini menjadi landasan
analitis dalam menggali perspektif para informan terkait implementasi tata kelola rumah
sakit BLUD seperti yang diungkapkan pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Wawanacara

No | Jabatan/Peran | Tema Pernyataan Kunci Makna/Interpretasi
Wawancara Temuan
1 |FR 42th | Tata kelola dan | “Dengan skema | BLUD Plus dipandang
(Direktur RS) | fleksibilitas BLUD, kami lebih | sebagai instrumen yang
keuangan leluasa dalam | tidak hanya efisien
mengelola secara manajerial,
pendapatan rumah | tetapi juga memperkuat
sakit, tapi BLUD | legitimasi publik.
Plus memberi
ruang untuk
akuntabilitas
publik yang lebih
kuat.”
2 | AMT 44th | Transparansi “Dulu akuntabilitas | Ada pergeseran
(Kelapa SPI) dan hanya pada | orientasi akuntabilitas
akuntabilitas pemerintah daerah, | dari internal birokrasi
sekarang ke arah publik yang
masyarakat  ikut | lebih luas.
mengawasi,
Publica
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sehingga kami lebih
hati-

hati dalam
pengelolaan dana.”

3 |ICR 44th | Kualitas “BLUD Plus | Penciptaan public value
(Kabid layanan dan | mendorong kami | diartikan sebagai
Pelayanan) nilai publik untuk mendengar | peningkatan

suara pasien, bukan | pengalaman pasien dan
hanya soal biaya, | kualitas layanan.

tapi juga pelayanan

yang manusiawi.”

4 | YRU 48th | Perubahan “Kami merasa lebih | BLUD Plus memperkuat
(Perawat budaya dilibatkan  dalam | partisipasi internal dan
senior) organisasi perencanaan dan | kepemilikan bersama

evaluasi, jadi lebih | terhadap visi organisasi.
semangat memberi
pelayanan.”

5 |[MD 51th | Kepuasan dan | “Sekarang Masyarakat merasakan

(Pasien) akses layanan pelayanan lebih | peningkatan  kualitas
cepat dan petugas | layanan dan  kanal
lebih terbuka, kami | aspirasi yang lebih
juga bisa | responsif.
menyampaikan
keluhan langsung.”

6 |SFK 45th | Pengawasan “Pendekatan BLUD | BLUD Plus memperluas
(Perwakilan publik dan | Plus membuat | jejaring tata  kelola
Pemda) legitimasi pengawasan lebih | dengan melibatkan

transparan dan | aktor eksternal dalam
masyarakat  ikut | pengawasan dan
terlibat, ini | kontrol sosial
memperkuat

kepercayaan

publik.”

7 | FL 41th | Akuntabilitas “Pendekatan BLUD | BLUD Plus tidak hanya

(Casemix) layanan dan | Plus cenderung | menciptakan nilai
efisiensi sistem | membuat proses | publik bagi pasien,
kesehatan klaim yang lebih | tetapi juga
tertib dan | meningkatkan
kepercayaan dan
efisiensi dalam
Publica
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pelayanan yang
lebih konsisten.”

hubungan kelembagaan
antara rumah sakit dan
pembayar layanan
kesehatan.

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025

C. Faktor - Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi BLUD Plus

berbasis Public Value di Rumah sakit Daerah

Keberhasilan implementasi BLUD Plus berbasis public value di rumah sakit daerah

tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan mekanisme keuangan semata, tetapi juga
dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis yang saling terkait. Faktor kepemimpinan
menjadi kunci karena menentukan arah perubahan, pengambilan keputusan, serta sejauh
mana prinsip nilai publik diinternalisasikan dalam budaya organisasi. Selain itu, kapasitas
manajerial dan kompetensi sumber daya manusia turut berperan penting dalam

memastikan fleksibilitas

keuangan berjalan

transparansi sebagaimana hasil wawancara dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Wawanacara

seiring dengan akuntabilitas dan

No

Jabatan/Peran

diungkapkan

Faktor yang | Pernyataan Kunci

Makna/Interpretasi
Temuan

FR 42th
(Direktur RS)

Kepemimpinan
Transformasional

“Kalau pimpinan
tidak punya visi
jelas dan tidak
berani mengambil
langkah, BLUD
Plus hanya akan
jadi slogan.
Pimpinan  harus
bisa
menggerakkan
semua elemen

Kepemimpinan
visioner menjadi
motor utama
perubahan dan
keberhasilan
implementasi BLUD
Plus.

AP 44th
(Kabid
Keperawatan)

Akuntabilitas

Transparansi dan | “Sistem keuangan

sekarang lebih
terbuka.

Masyarakat bisa
ikut mengawasi,
jadi kami harus
profesional. Ini

Transparansi
mendorong
profesionalisme
internal dan
memperkuat
legitimasi publik
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membuat
lebih disiplin dan
tertib.”

semua

ICR
(Kabid
Pelayanan)

44th

SDM
Budaya

Kapasitas
dan
Organisasi

“Banyak

perubahan  dari
cara kerja. Semua
staf mulai belajar
sistem baru dan
terbiasa  dengan
pelibatan pasien.
Ini  butuh SDM
yang mau belajar.

SDM yang adaptif dan
budaya organisasi
terbuka menjadi kunci
implementasi  yang
efektif.

MM
(Kasie
Inap
Gawat darurat)

42th
Rawat
dan

Partisipasi
Internal dan
Komitmen

Pelayanan Publik

“Kami  sekarang
dilibatkan
perencanaan dan
evaluasi. Jadi kami
lebih

dalam

merasa
dihargai dan
punya tanggung
jawab bersama.

staf
rasa

Partisipasi
meningkatkan
kepemilikan dan
komitmen terhadap
pelayanan publik.

ASB
(Pasien)

31th

Partisipasi
Masyarakat dan
Kualitas Layanan

“Kami
sekarang
didengar.
ada keluhan, cepat
ditanggapi.
Layanan juga lebih
terbuka
cepat.”

merasa
lebih
Kalau

dan

Masyarakat menjadi
subjek aktif dalam
proses peningkatan
kualitas layanan
rumah sakit.

NA
(Kabid
Penunjang)

49th

Sistem Informasi

dan Infrastruktur

sistem
tidak
semua

“Kalau
digitalnya
kuat,
proses jadi lambat.

Dengan sistem

informasi yang
terintegrasi,
laporan

pengawasan

dan
jadi

Infrastruktur
teknologi mendukung
efisiensi,
akuntabilitas,
transparansi
implementasi
Plus.

dan
dalam
BLUD
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lebih cepat dan

transparan.”

7 | SFK 45th | Dukungan Kami dukung | Dukungan  regulasi
(Perwakilan Kebijakan dan | penuh rumah sakit | dan kebijakan
Pemda) Pengawasan ini. Tapi | menjadi landasan

Publik pengawasan juga | keberlanjutan

diperkuat supaya | implementasi BLUD
semua prosesnya | Plus.

sesuai prinsip
BLUD Plus dan
transparan  bagi
masyarakat.

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa keberhasilan implementasi BLUD Plus
sangat ditopang oleh kombinasi faktor kepemimpinan yang kuat, SDM adaptif,
transparansi sistem keuangan, dukungan kebijakan daerah, partisipasi masyarakat, dan
infrastruktur teknologi yang memadai. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi
membentuk ekosistem tata kelola yang memungkinkan rumah sakit BLUD menciptakan
public value secara berkelanjutan.

Kepemimpinan, transparansi, dan kapasitas SDM menjadi fondasi utama dalam
implementasi BLUD Plus. Secara empirik, peneliti menemukan bahwa proses perubahan
tata kelola dimulai dari arahan pimpinan rumah sakit yang secara aktif mendorong
pergeseran paradigma kerja dari model birokratis ke model pelayanan berbasis nilai
publik. Dalam observasi di lapangan, arahan ini terwujud dalam bentuk forum koordinasi
rutin, penyusunan SOP baru, serta pembukaan kanal komunikasi dua arah antara
manajemen dan pegawai. Informasi yang didengar dari para pegawai menunjukkan
bahwa gaya kepemimpinan transformasional ini menciptakan suasana kerja yang lebih
terbuka dan partisipatif. Studi dalam konteks pelayanan kesehatan mendukung hal ini,
misalnya Huang et al. (2025) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional
secara signifikan meningkatkan performa perawat melalui mediasi pemberdayaan
psikologis dan work engagement. Selain itu, penelitian (Tsapnidou et al. 2024)
menyebutkan bahwa kepemimpinan transformasional dalam konteks keperawatan
mendukung pengelolaan sumber daya yang efektif, kualitas pelayanan, dan
kesinambungan organisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan bukan
sekadar posisi struktural, tetapi menjadi penggerak utama lahirnya tata kelola baru yang
lebih responsif terhadap publik.

Kategori penting dari temuan ini mencakup tiga aspek: kepemimpinan
transformasional, transparansi-akuntabilitas, dan penguatan kapasitas SDM. Ketiganya
muncul secara konsisten dalam wawancara dengan informan kunci dan didukung oleh
dokumen internal rumah sakit seperti laporan keuangan terbuka dan pertemuan evaluasi
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kinerja. Dalam konteks pelaksanaannya, fakta ini berlangsung dalam situasi reformasi
manajerial di mana rumah sakit sedang berupaya menyeimbangkan fleksibilitas
keuangan dengan kontrol publik. Transparansi bukan hanya diwujudkan melalui
pelaporan digital dan papan informasi publik, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat
dalam pengawasan. Studi literatur mengenai rumah sakit pemerintah di Indonesia juga
menggarisbawahi bahwa transparansi, akuntabilitas, dan budaya organisasi menjadi
elemen krusial dalam memperkuat tata kelola rumah sakit publik (Ibrahim et al. 2025) .
Konteks ini menggambarkan bahwa keberhasilan BLUD Plus tidak bisa dipisahkan dari
proses sosial internal yang menciptakan budaya organisasi baru.

Temuan berikutnya oleh (Nasirin, Winaja, and Pratama 2023) mengungkap bahwa
partisipasi masyarakat dan dukungan kebijakan daerah memiliki hubungan yang erat
dengan efektivitas implementasi BLUD Plus. Dari wawancara dengan pasien dan
perwakilan pemerintah daerah, peneliti mencatat adanya pergeseran peran masyarakat
dari penerima pasif menjadi aktor aktif dalam proses pelayanan publik. Masyarakat kini
lebih mudah menyampaikan keluhan, saran, dan kritik, dan pihak rumah sakit merespons
dengan cepat melalui mekanisme yang lebih terbuka. Pada saat yang sama, dukungan
kebijakan pemerintah daerah menciptakan kepastian hukum dan ruang fleksibilitas
keuangan yang memperkuat inovasi manajerial di rumah sakit. Hubungan antara dua
faktor ini memperlihatkan bahwa partisipasi publik membutuhkan dukungan kebijakan
yang kuat agar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berpengaruh pada
perbaikan layanan dan tata kelola.

Temuan ketiga Purwadhi et al. (2025; Sentanu, Yustiari, and S AP (2024)
menunjukkan bahwa sinergi antara kepemimpinan, transparansi, kapasitas SDM,
partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan membentuk ekosistem tata kelola
rumah sakit yang adaptif dan akuntabel. Fakta ini memberikan implikasi strategis bahwa
penguatan BLUD Plus tidak cukup dilakukan dengan perubahan prosedural, tetapi harus
diiringi dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan partisipasi multi-aktor.
Strategi yang diacu antara lain memperkuat kepemimpinan transformasional,
mengoptimalkan teknologi informasi untuk transparansi, memperluas ruang dialog
publik, serta membangun regulasi yang mendukung fleksibilitas dengan pengawasan
ketat. Nilai strategis dari temuan ini adalah terciptanya peluang bagi rumah sakit daerah
untuk tidak hanya menjadi penyedia layanan kesehatan, tetapi juga menjadi institusi
publik yang dipercaya masyarakat karena mengedepankan public value.

Dengan demikian, BLUD Plus dapat dipahami sebagai kombinasi antara reformasi
struktural dan transformasi kultural organisasi. Reformasi struktural tercermin dalam
fleksibilitas pengelolaan keuangan dan kebijakan daerah yang mendukung, sementara
transformasi kultural terwujud melalui pergeseran paradigma kepemimpinan,
peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan transparansi dan partisipasi publik.
Keduanya berjalan secara simultan dan saling menguatkan, menjadikan BLUD Plus
sebagai model tata kelola yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga
responsif terhadap nilai-nilai publik.

Kesimpulan
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Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan implementasi BLUD Plus berbasis
public value ditentukan oleh kombinasi faktor kepemimpinan transformasional,
transparansi dan akuntabilitas, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat,
serta dukungan kebijakan daerah. Temuan menunjukkan bahwa BLUD Plus mendorong
pergeseran orientasi akuntabilitas dari birokratis menuju publik, memperkuat partisipasi
internal dan eksternal, serta meningkatkan kepuasan layanan dan legitimasi institusi.
Nilai publik tidak lagi bersifat normatif, tetapi teroperasionalisasi melalui mekanisme
partisipasi dan transparansi dalam tata kelola rumah sakit daerah.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual
BLUD Plus sebagai kerangka integratif tata kelola berbasis public value yang
menggabungkan fleksibilitas keuangan dengan nilai transparansi, partisipasi, dan
keadilan akses. Implikasi praktisnya, model ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah
daerah dan manajemen rumah sakit dalam merancang reformasi BLUD yang lebih adaptif
dan akuntabel. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada
satu rumah sakit daerah sehingga generalisasi temuan terbatas. Penelitian lanjutan
dengan desain mixed methods atau studi komparatif di beberapa rumah sakit BLUD
disarankan untuk memperkuat validitas dan mengukur dampak implementasi BLUD Plus
secara lebih komprehensif.
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